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DPRD Kab Magelang
MAGELANG (KR) -

Badan Anggaran (Banggar)

DPRD Kabupaten Mage-
lang memberikan apresiasi

kepada Bupati Magelang

dan OPD di lingkungan
Pemkab Magelang dalam
meningkatkan pendapatan
daerah. Dalam Raperda
Perubahan APBD Kabu-

paten Magelang 2024, .

Pendapatan Daerah semu-
la sebesar Rp 2.673.-
448.774.226,- menjadi se-
besar Rp 2.790.687.-
816.586,-.Hal ini menun-
jukkan potensi ekonomi
yang terus digali dan diopti-
malkan serta kinerja positif
dalam pengelolaan sumber
daya yang ada, baik melalui
peningkatan PAD, dana

perimbangan, maupun
sumber-sumber pendapat-
an lainnya. ;

“Namun demikian, po-
tensi pendapatan daerah
masih bisa dioptimalkan la-
gi untuk memperkuat be-
lanja daerah yang lebih
memprioritaskan  kepen-
tingan masyarakat dan juga
meningkatkan  pertum-
buhan ekonomi masyara-
kat,” kata
Banggar, Hibatun Wafiroh,
dalam Rapat Paripurna
‘yang digelar legislatif ber-
sama eksekutif di Ruang

t Paripurna DPRD

Kabupaten  Magelang,
Jumat (23/8).
Pj Bupati Magelang,

Sepyo Achanto, mengata-
kan rapat tersebut meru-
pakan Rapat Paripurna ter-
akhir untuk DPRD Periode

juru  bicara’

2019-2024. “Atas nama Pe-
merintah Kabupaten Mage-

lang, saya menyampaikan*

apresiasi yang setinggi-
tingginya dan terima kasih
yang sebesar-besarnya
kepada segenap Pimpinan
dan Anggota DPRD Kabu-
paten Magelang atas du-
kungan dan kerjasamanya
selama ini sehingga Pem-
bangunan di Kabupaten

Magelang dapat berjalan

dengan baik,” katanya.
Sepakati 4 Raperda

Pada rapat paripurna
tersebut, DPRD bersama
Pemerintah  Kabupaten
Magelang menyepakati
empat rancangan peratur-
an daerah (Raperda) untuk
menjadi peraturan daerah
(Perda). Keempatnya yaitu
Raperda tentang Pena-
naman Modal; Raperda
tentang Rencana Pengelo-
laan dan Perlindungan
Lingkungan Hidup; Raperd-
a tentang Pengembangan
Pariwisata Berbasis Pema-
juan Kebudayaan, serta
Raperda Perubahan APBD
2024.

Juru Bicara Pansus 1,
Edy Gunawan Yakti me-
ngatakan Rencana Perlin-
dungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Kabupa-
ten Magelang memuat em-
pat isu strategis, meliputi

Subbagian Humas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah-

menurunya kualitas &
kuantitas air, pengelolaan
sampah, alih fungsi lahan
dan tata ruang, serta resiko
bencana dan perubahan ik-
lim.

“Pansus | mendorong
kepada Eksekutif agar se-
gera melaksanakan kebi-
jakan, rencana dan pro-
gram yang berkaitan de-
ngan Rencana Perlindung-
an dan Pengelolaan Ling-
kungan Hidup yang tidak
sesuai dengan Raperda ini
paling lama dua tahun se-
jak Raperda RPPLH ini di-
undangkan. Sehingga upa-
ya sistematis dan terpadu
untuk melestarikan fungsi
lingkungan hidup dan men-
cegah terjadinya pence-
maran dan kerusakan ling-
kungan hidup dapat segera
direalisasikan,” katanya.

Pansus. Il, melalui juru
bicara Joko Anariyanto me-
ngatakan dalam memenuhi
kebutuhan tenaga kerja
harus mengutamakan te-
naga kerja yang berstatus
penduduk di daerah. Ke-
tentuan ini diperjelas de-
ngan persentase kebu-
tuhan tenaga kerja berda-
sarkan keahlian serta pe-

menuhan hak tenaga kerja

untuk penyandang disabili-
tas.
“‘Raperda Penanaman

Modal ini diharapkan mam-
pu menjawab kebutuhan
kepastian hukum investor
untuk menanamkan modal
di Kabupaten Magelang.
Kami mengusulkan agar di
dalam draf Raperda ini di-
tambahkan pasal yang
mengatur tentang tang-
gung jawab pemerintah
daerah dalam penyeleng-
garaan penanaman modal,
kepastian hukum serta
memberikan kemudahan
dalam berinvestasi maupun
prosedur perizinan kepada
para investor,” katanya.
Adapun juru bicara
Pansus |V, Suharmo me-
ngatakan Raperda tentang
Pengembangan Pariwisata
Berbasis Pemajuan Kebu-
dayaan Daerah ini meng-
atur sasaran, prinsip, objek
pemajuan  kebudayaan
daerah, pedoman pema-
juan kebudayaan daerah,
destinasi, promosi, dan pe-
ngembangan pariwisata
berbasis pemajuan kebu-
dayaan daerah, peran serta
masyarakat, pembinaan
dan pengawasan, hak, ke-
wajiban, larangan, peng-
hargaan, pendanaan, ke-
tentuan penyidikan dan
sanksi pidana dalam pe-
ngembangan pariwisata
berbasis pemajuan kebu-
dayaandaerah.  (Adv)-f
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